BAB 5
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan
Berdasarkan hasil review dan analisis yang telah dilakukan pada CV DWT,

kesimpulan yang dapat ditarik sebagai berikut:

1. Hasil review atas PPh Pasal 21 CV DWT menunjukkan masih kurangnya
pemahaman perusahaan terhadap tunjangan yang dapat menjadi pengurang
dalam menghitung PPh Pasal 21 terutama terkait dengan premi asuransi /
BPJS. Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak No PER-16/PJ/2016 yang
boleh menjadi pengurang hanya JHT/THT dan dana pensiun yang dibayar
sendiri oleh karyawan. Kesalahan juga terjadi saat mengategorikan Tenaga
Ahli S dimana CV DWT mengategorikan Tenaga Ahli S sebagai pegawai
tidak tetap yang seharusnya sebagai bukan pegawai. Namun CV DWT telah
melaksanakan kewajiban atas penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 21 dengan
baik tanpa melewati batas waktu setor dan lapor yang ditentukan. Untuk PPh
Pasal 23 dan 25 CV DWT telah menjalankan kewajiban sesuai dengan
peraturan perpajakan yang berlaku, baik dari sisi perhitungan, penyetoran
hingga pelaporan. CV DWT telah menghitung PPh Pasal 23 sesuai dengan
kategori serta tarif. Terkait pelaporan dan penyetoran, CV DWT telah
melapor dan menyetor SPT Masanya secara tepat waktu. Untuk PPh Pasal 25,
CV DWT telah mengangsur dan melaporkan realisasi DTP setiap bulan
secara rutin tanpa melewati batas waktu yang ditentukan. Terkait dengan PPh
Pasal 28A/29, CV DWT masih belum menjalankan kewajiban perpajakannya
dengan baik. Hal tersebut dapat dilihat pada perhitungan pajak terutang yang
masih harus dilakukan kalkulasi ulang oleh perusahaan dikarenakan tidak
adanya laporan rekonsiliasi fiskal. Namun untuk penyetoran dan pelaporan
PPh Pasal 29 serta SPT Tahunan, CV DWT telah menjalankan kewajibannya
dengan baik tanpa melewati batas setor dan lapor yang ditentukan.

2. Hasil review atas PPN CV DWT menunjukkan bahwa CV DWT telah

melaksanakan kewajiban mereka dengan baik sesuai dengan peraturan
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perpajakan di Indonesia. Untuk penyetoran serta pelaporan PPN, CV DWT
telah menyetor dan menyampaikan SPT Masa secara tepat waktu. Walaupun
dalam pajak keluaran terdapat perbedaan pengakuan namun hal tersebut tidak
mempengaruhi besarnya total PPN terutang dalam setahun, sedangkan dalam
pajak masukan pada bulan Mei terdapat pembetulan, namun hal tersebut
merupakan pembetulan atas retur penjualan sehingga tidak berpengaruh
terhadap sanksi administrasi karena PPN pada bulan tersebut menjadi Lebih
Bayar. Pelaporan atas pembetulan dilakukan pada tanggal 1 Juli 2021, namun
pelaporan pembetulan melebihi batas waktu lapor diperbolehkan asalkan
belum dilakukan pemeriksaan oleh DJP.

. Dari hasil review serta analisis yang telah dilakukan, CV DWT telah
melaksanakan semua kewajiban perpajakan mereka. Namun masih terdapat
hal yang perlu diperhatikan oleh perusahaan terutama pada perhitungan pajak
terutang serta pemahaman atas biaya yang boleh dibebankan atau tidak.
Walaupun perhitungan yang dilakukan CV DWT masih belum sesuai
peraturan perpajakan, tanggal penyetoran serta pelaporan CV DWT telah
dilaksanakan tanpa adanya keterlambatan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan
bahwa CV DWT belum dapat dikatakan sebagai wajib pajak patuh karena
hanya memenuhi sebagian dari seluruh syarat wajib pajak patuh dimana
perusahaan masih belum cukup baik dalam memenuhi kewajiban material
mereka. Akan tetapi untuk kewajiban formal, perusahaan telah menjalankan

kewajibannya dengan baik.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil review dan analisis yang telah dilakukan oleh peneliti pada CV

DWT maka ada beberapa saran yang dapat peneliti rekomendasikan dan dapat

dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi CV DWT untuk kedepannya antara lain:

1. CV DWT sebaiknya melakukan rekonsiliasi fiskal atas laporan keuangan

komersial perusahaan agar tidak terjadi lagi perbedaan perhitungan dengan
fiskus dalam hal menentukan pajak terutang setiap tahunnya.
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2. CV DWT sebaiknya memiliki seorang karyawan yang ahli atau mempunyai
pemahaman akan perpajakan agar dapat menyusun laporan keuangan yang
sesuai menurut peraturan perpajakan dan mengetahui biaya apa saja yang
boleh atau tidak boleh dibebankan atau menjadi pengurang dalam
menghitung pajak terutang.

3. Sesuai Peraturan Pemerintah No 86 Tahun 2013 Pasal 3 yang mewajibkan
kepada pemberi kerja untuk mendaftarkan diri sendiri dan pekerjanya sebagai
peserta BPJS, maka CV DWT sebaiknya mendaftarkan seluruh pegawai tetap
mereka sebagai peserta dalam BPJS karena saat ini CV DWT hanya
mendaftarkan sebagian pegawai mereka dalam program BPJS tersebut.
Pelanggaran atas peraturan tersebut dapat dikenai sanksi administratif berupa
teguran tertulis, denda, dan/atau tidak mendapat pelayanan publik tertentu.

4. Dalam menjalankan kegiatan usaha sebaiknya pemilik CV. DWT tidak
menggunakan kas perusahaan untuk membiayai kepentingan pribadi dan

mencatatnya sebagai biaya perusahaan.
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